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KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR : 447/HM.01/Sekre

TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LAYANAN INFORMASI PUBLIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

Menimbang . a. Bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan informasi publik, perlu
didukung dengan adanya standar layanan informasi publik di
lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;

b. Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur Jawa Barat
Nomor 58 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Publik di
Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, Perangkat
Daerah harus menyusun dan menetapkan Standar Operasional
Prosedur Layanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam
pertimbangan huruf a;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang
Standar Operasional Prosedur Layanan Informasi Publik di
Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;

Mengingat - 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia
tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950
tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun
2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Djakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744)
dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan
Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4010);

2. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
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Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang - Undang
Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59523);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);

8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data
Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6820);

9. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6820);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5149);

12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun
2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren
Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Menetapkan

Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);

Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 tentang
Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2010
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 72 Seri E, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 72);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2011
tentang Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas dalam
Penyelenggaraan pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 11 Seri E, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat nomor 104);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika, Statistik,
dan Persandian; (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun
2021 Nomor 4);

Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Transparansi Dalam Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014
Nomor 30 Seri E);

Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 58 Tahun 2019 tentang
Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Daerah
Provinsi Jawa Barat; (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun
2019 Nomor 58);

Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 152/HM.01/Sekre Tahun
2022 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pada
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat.

MEMUTUSKAN:

KESATU : Standar Operasional Prosedur (SOP) Layanan Informasi Publik di
Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat disusun
berdasarkan kegiatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
(PPID) Provinsi Jawa Barat sesuai tugas pokok, fungsi, rincian tugas,
unit dan tata kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat,
terdiri dari :

a. Daftar Nama Kegiatan dan Nomor SOP PPID ; dan
b. Informasi dan SOP.
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KEDUA Ketentuan dalam Lampiran Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang

Standar Operasional Prosedur Layanan Informasi Publik di lingkungan
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat sebanyak 9 (sembilan) SOP

sebagaimana tercantum dalam lampiran, sebagai bagian yang tidak
terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KETIGA Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung pada
tanggal 25 Agustus 2023

a.n Gubernur Jawa Barat,
Kepala Badan Pendapatan Daerah
Provinsi Jawa Barat

Ditandatangani secara elektronik oleh:
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT,

: Dr. H. DEDI TAUFIK, M.Si.
o Pembina Utama Madya
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KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR . 447/HM.01/Sekre
TANGGAL : 25 Agustus 2023
TENTANG : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

LAYANAN INFORMASI PUBLIK DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT

A. DAFTAR NAMA KEGIATAN DAN NOMOR SOP PPID

No Kegiatan Nomor SOP

1 2 3

1 | Uji Konsekuensi Informasi Publik 615/HM.01/Umper
2 | Pelayanan Permohonan Informasi Publik 616/HM.01/Umper
3 | Fasilitas Sengketa Informasi 617/HM.01/Umper
4 | Penanganan Keberatan Informasi Publik 618/HM.01/Umper
5 | Pelayanan Informasi dan Pengaduan Melalui Ca// Center 619/HM.01/Umper
6 Eieslgyéﬁﬂgg Permohonan Informasi Publik Bagi Penyandang 791/HM.01/Umper
7 | Pelayanan Informasi dan Pengaduan melalui Whatsapp Chat Bot | 1892/HM.01/Umper
8 | Pendokumentasian Informasi Publik 1914/HM.01/Sekre
9 | Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik 1915/HM.01/Sekre

a.n Gubernur Jawa Barat,
Kepala Badan Pendapatan Daerah
Provinsi Jawa Barat

Ditandatangani secara elektronik oleh:
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
® .. PROVINSI JAWA BARAT,

Dr. H. DEDI TAUFIK, M.Si.
o Pembina Utama Madya

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi
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NOMOR SOP 615/HM.01/Umper
TANGGAL PEMBUATAN | Januari 2022
TANGGAL REVISI Februari 2023
TANGGAL EFEKTIF Maret 2023
DISAHKAN OLEH Kepala Badan Pendapatan Daerah
Provinsi Jawa Barat
Ditandatangani secara elektronik oleh:
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
SEKRETARIAT s PROVINSI JAWA BARAT,
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT ors _
Dr. H. DEDI TAUFIK, M.Si.
o Pembina Utama Madya
SUB BAGIAN UMUM, PERLENGKAPAN DAN KEHUMASAN
NAMA SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik
DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 1. Mampu menguasai mengoperasikan komputer.
2. Undang-Undang No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang- undangan di bidang
3. Undang-Undang No0.43 Tahun 2009 tentang Kearsipan keterbukaan informasi publik
4. Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
5. PP No.61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU 14 Tahun 2008
6. PP No.28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UUNo. 43 Tahun 2009
7. Perpres No. 59 TAhun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan
8. Permendagri No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan
Dokumentasi Kementrian Dalam Negri & Pemerintah Daerah
9. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik
10. Pergub No0.30 Tahun 2014 tentang Petunjuk Transparansi dalam Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah
11. Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 067/Kep.225-Diskominfo/2021 Tahun 2021 tentang
Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi
Jawa Barat.
KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN :
1. Lembar Kerja dan Rencana Ketrja ;
2. Term of Reference ;
3. Alat tulis kantor ;
4. Jaringan internet
5. Komputer
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan berdampak pada : Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy
1. Data tidak Terklasifikasi antara rahasia dan Tidak
2. Kerahasiaan Informasi tidak Terjaga

0]
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PELAKSANA MUTU BAKU KET
No AKTIFITAS PPID Tim Komponen Persyaratan/ Waktu Output
Utama dan | Pertimbangan atau Pemohon Kelengkapan
PPID Pelayanan Perangkat
Pembantu Informasi Daerah
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Melakukan kajian atas Berkas permohonan | Pada hari dan | Berkas
informasi/dokumen yang dimohon informasi/dokumen | jam kerja permohonan
yang diduga mengandung informasi dari pemohon informasi yang
yang dikecualikan. informasi. telah diisi
Meminta ertimbangan  kepada
1 p & P lengkap d
Atasan PPID / Tim Pertimbangan e-ng ap . an
. dilampiri
Permohonan Informasi ;
fotocopy/scan
identitas diri
(NIK)
Memberikan pertimbangan atas Dasar hukum ; UU | Pada hari dan | Surat keputusan
informasi/dokumen yang dimaksud KIP 14 Tahun 2008 jam kerja Tim
yang bersifat rahasia berdasarkan dan PERKI 01 Tahun pertimbangan
2 UU, kepatutan dan kepentingan 2010 Pelayanan
umum. ; .
Informasi
Menya_mpalkan. kepada PPID atas Pada hari dan
status informasi/dokumen yang . kers
diminta pemohon informasi, apakah jam 'er]a,
termasuk rahasia atau terbuka. Jika hmalfilm.al 10
ir;folrlﬁasi {) dcl)<l<umer11< yagglcli)imaksud . ;Zlk erja, Informasi/doku
adalah terbuka, maka Informasi/dokumen : men dari
memerintahkan kepada penguasa permohonan
. : «— yang telah . : komponen atau
3 informasi/dokumen untuk . informasi
) ) dinyatakan terbuka ) ) Perangkat
menyerahkan informasi/dokumen untuk publik teregistrasi.
yang dimaksud, jika status Rahasja Terbuka - P ' Maksimal Daerah
info?m}e;si / dokl;)mlen oleh Tlli‘:n . v diberikan
pertimbangan. Pelayanan informasi erpanianean
#Hnyatakan rahasia, maka PPID perparjans
P pemenuhan
“rifiembuat surat penolgkankeRadkditandatanganijsecara elektronik menggunakan sertifikat elektropik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektroni ﬁglﬁéﬁ?f‘i{:\aﬁgﬁ dah Sandi Negara. Dokumen digital
A7 mohon informasi ; yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah ProvinJi awa Barat, atau mengakses tautan berikut
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informasi
selama 7
(tujuh) hari
sejak
pemberitahua
n tertulis
diberikan dan
tidak dapat
diperpanjang
lagi
Memberikan in'formasi yang diminta ;I;fr?;rgiii/ni;l;le?en
oleh pemohon 1r}formas1 dquan pemohon informasi Informasi publik
menal‘ndatangam tanda bu‘ktl atau surat Pada hari yang diminta
4 penerimaan atau memberikan surat enolakan. iika dan jam oleh pemohon
penolakan kepada pemohon jika > S P ) . ] . p .
status informasi/dokumen informasi/dokumen kerja informasi atau
dinyatakan rahasia. te.rsebut . surat penolakan
dikatagorikan
rahasia..
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PP No. 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU No. 43 Tahun 2009 4. Memiliki kemampuan berkoordinasi dengan unit kerja fain

Perpres No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan

Berkelanjutan

8. Permendagri No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan
Informasi & Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri & Pemerintahan Daerah

9. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan
Informasi Publik

10. PerGub No 30 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Transparansi Dalam
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

11. Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 067/Kep.225-Diskominfo/2021 Tahun 2021

tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah

Daerah Provinsi Jawa Barat

NOMOR SOP 616/HM.01/Umper
TANGGAL PEMBUATAN Januari 2022
TANGGAL REVISI Februari 2023
TANGGAL EFEKTIF Maret 2023
DISAHKAN OLEH Kepala Badan Pendapatan Daerah
Provinsi Jawa Barat
Ditandatangani secara elektronik oleh:
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
> PROVINSI JAWA BARAT,
SEKRETARIAT ! !
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT \ Dr. H. DEDI TAUFIK, M.Si.
SUB BAGIAN UMUM, PERLENGKAPAN DAN KEHUMASAN ©  Pembina Utama Madya
NAMA SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik
DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik . .
. 1. Mampu menguasai mengoperasikan komputer.
3. Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 2. Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang- undangan di bidang
4. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah keterbukaan informasi publik
5. PP No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 3. Memiliki keterampilan berkomunikasi secara efektif baik lisan maupun tulisan
6.
7.

KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN :

1. SOP Pelayanan Informasi 1. Lembar Kerja dan Rencana Kerja ;
2. Ruang Pelayanan;

3. Meja Kerja dan Kursi Tamu;

4. Alat tulis kantor ;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektrork yal@BRBBIRE SolkANHGRBMIREABE lektronik (BSTE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital

yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
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PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan berdampak pada :
Pelayanan Permohonan Informasi Publik kepada masyarakat atau pemohon informasi akan

Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy

terkendala.
PELAKSANA MUTU BAKU KET
No AKTIFITAS Pemohon Bagian | PPID dan| Komponen| Persyaratan/ Waktu Output
Informasi | Registrasi| PPID dan Kelengkapan
PPID | Pembantu| Perangkat
Daerah
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 | Pemohon dapat menyampaikan 1. Formulir |Pada hari dan Formulir
permohonan informasi yang Pefrmohopan Jam kerja permohonan
dibutuhkan melalui : Informast — yang informasi yan
1. Datang langsung dan tersedia di meja telah ydii§
mengisi formulir pelayanan PPID lengkap dan
. . atau ditampilkan . .
permohonan informasi . . dilampiri
d lenekabi di website dan ¢
dengan melengkapi fotocopy dapat di .otocc.)py/ scan
tdentl/tgs d/1r1 g :] > download. zdent)lt;nsk diri
KTP/SIM/Paspor) dan 2. Fotocopy NIK) /akte
fotocopy akte pendirian bagi atau scan pendirian
badan hukum. identitas diri atau badan
2. Melalui website dengan fotocopy  akte hukum.
mengisi formulir yang telah pendirian  bagi
didownload dan menyertakan bad.an hukum
scan (KTP/SIM/Paspor) dan dari  pemohon
informasi.

fotocopy akte pendirian bagi
badan hukum, kemudian
dikirim ke alamat email PPID

yang tertera di website.
Mengirim formulir

permohonan informasi yang
telah diisi lengkap disertai

scan identitas

e ]
S e
At

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
yang asli dapat diperoleh dengan memir
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(KTP/SIM/Paspor) dan
fotocopy akte pendirian bagi
badan hukum, ke E-mail
Bapenda Jabar atau E-mail
PPID Bapenda Jabar (yang
telah dicantumkan di website
maupun brosur/poster PPID).

2 | Melakukan registrasi  berkas Semua data-data | Pada hari dan Daftar
pemohon informasi publik, jika pemohon jam kerja Permohonan
dokumen/informasi yang diminta informasi informasi yang
telah termasuk dalam DIP dan disimpan dalam | 30 menjt) telah tersusun

bentuk  hardcopy

dimiliki oleh meja informasi atau dalam bentuk
dan softcopy

sudah terdapat di website PPID, hardcopy  dan
maka langsung diberikan kepada softcopy
pemohon informasi, atau bisa
langsung diunduh oleh pemohon
informasi.

Jika informasi/dokumentasi yang
diminta belum termasuk dalam
DIP, maka berkas permohonan
disampaikan kepada PPID atau
PPID Pembantu.

Ditambah pemberian tanda bukti
permohonan informasi kepada
pemohon informasi.

3 | PPID meminta kepada penguasa Daftar Informasi | Pada hari DIP
informasi/dokumen untuk Publik yang telah | dan jam
memberikan informasi/dokumen ditetapkan  oleh | kerja,

(yang sudah termasuk dalam komponen  atau
DIP) untuk diberikan  kepada perangkat daerah
pemohon informasi. Komponen

atau perangkat Daerah
memberikan informasi atau

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital
yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/2F240697E4




dokumen yang dimaksud kepada
PPID atau PPID Pembantu ;

Memberikan informasi atau
dokumen yang diminta oleh
pemohon informasi, disertai tanda
bukti penerimaan informasi atay
dokumen.

Informasi atau
dokumen yang
diminta oleh

Pemohon
informasi

A

10 (sepuluh)
hari kerja
sejak
permohonan
informasi
diterima oleh
PPID dan
tambahan 7
(tujuh hari
kerja) apabila
informasi
tidak dalam
penguasaan.

Informasi
publik  yang
diminta oleh
Pemohon
informasi

https://sidebar.jabarprov.go.id/v/2F240697E4

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital
yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut




SEKRETARIAT
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

SUB BAGIAN UMUM, PERLENGKAPAN DAN KEHUMASAN

NOMOR SOP 617/HM.01/Umper
TANGGAL PEMBUATAN Januari 2022
TANGGAL REVISI Februari 2023
TANGGAL EFEKTIF Maret 2023
DISAHKAN OLEH Kepala Badan Pendapatan Daerah
Provinsi Jawa Barat
Ditandatangani secara elektronik oleh:
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
- PROVINSI JAWA BARAT,
R . Dr. H. DEDI TAUFIK, M.Si.
° Pembina Utama Madya
NAMA SOP Fasilitasi Sengketa Informasi

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA :

UUD Tahun 1945 pasal 28F tentang hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi
UU No, 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum
UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

PP No. 76 tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik

Permendagri No. 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Fasilitasi Pengaduan di Lingkungan
Kemendagri dan Pemda

Permenpanrb No. 68 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengelolaan Pengaduan
Pelayanan Publik Nasional

ogakrwnpE

N

1. Memahami UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

2. Memiliki rasa percaya diri yang tinggi, tidak minder, teliti, hati-hati serta memiliki rasa

tanggung jawab.

3. Memiliki Self control yang baik (tidak mudah marah, tidak terpancing untuk berbuat
dan berkata kasar, mampu mengendalikan gerakan tubuh yang mengesankan serta

tidak terpancing untuk berbicara hal yang bersifat negatif).

Memiliki kemampuan public speaking yang baik.

Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer serta aplikasi perkantoran.
Memiliki rasa empati yang tinggi.

. Memiliki kemampuan Active Listening.

No ok

KETERKAITAN :

PERALATAN/PERLENGKAPAN :

1. SOP Permohonan Informasi PPID
2. SOP Surat Masuk

1. Alat tulis kantor
2. Ruangan PPID

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan mendapatkan sanksi sesuai Peraturan yang berlaku

Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital
yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/2F240697E4
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PELAKSANA MUTU BAKU KET
No AKTIFITAS Pemohon PPID Atasan | Komisi Persyaratan/ Waktu Output
Informasi | atau PPID PPID Informasi Kelengkapan
Pembantu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pemohon informasi yang tidak (1) Surat permohonan Formulir
ditanggapi/tidak puas terhadap sengketa informasi, (2) ermohonan
Tanggapan Keberatan Informasi oleh Formulir permohonan Pada hari pen clesaian

1 atas PPID Bapenda Jabar , maka @ penyelesaiaan sengketa dan iam Sen yketa
dalam waktu 14 hari kerja dapat informasi, (3) Berkas / Keri ; in fo%‘masi
mengajukan Permohonan Sengketa dokumen kelengkapan J ane telah diisi
Informasi kepada Komisi Informasi permohonan sengketa if %(

Provinsi Jawa Barat informasi. engkap
Meregistrasikan permohonan

sengketa informasi publik dan

menyampaikan undangan kepada A jil(lir;; undangan

2 PPID Bapenda Jabar untuk Formulir pengajuan Pada hari on eglesaian
menghadiri proses Persidangan keberatan informasi dan jam kerja Een yke ta
Penyelesaian Sengketa informasi in fogrmasi
publik di Komisi Informasi Provinsi
Jawa Barat
Menerima surat undangan (1) Daftar informasi
penyelesaian sengketa informasi dan ublik, (2) Surat SOP
mengumpulkan seluruh materi p e . Pada hari .

3 keberatan informasi publik untuk keberatan informasi, (3) dan jam kerja Nota Dinas Surat
selanjutnya melaporkannya kepada Id\I.otulensi rapat, (4) Nota masuk
Atasan PPID Bapenda Jabar nas
Atasan PPID Menugaskan PPID
Bapenda Jabar untuk menyusun dan (1) Informasi / Pada hari

4 | menetapkan Surat Kuasa untuk Dokumen, (2) Surat dan iam keria Nota Dinas
menghadiri Sidang Penyelesaian Keberatan Informasi J J
Sengketa Informasi.

Menyusun dan menetapkan Surat .

5 Kuasa untuk menghadiri Sidang < }"erirli;)}tla Dinas / Surat Pada hari Surat Kuasa
Penyelesaian Sengketa Informasi di 5 In f01.‘masi /dokumen dan jam kerja
Komisi Informasi Jawa Barat '

Sidang penyelesaian Sengketa Surat Putusan Komisi
5 Informasi dilaksanakan oleh Komisi @ jawaban/tanggapan Pada hari informasi
syktormasi dan dihadiri oleh PPID _ ‘ - . keberatan informasi danj %am kerja | Provinsi Jawa N
3[_.1. enda ]abar bersarrPé’ktliﬂ? gl t%‘agcféardatangam secara|elektronik mengguinakan sertifikat elektronik yang lektronik (BSrE) Badan S| umen digital

1J-

2F240697E4

hat r{ipnrnlnh den

Jan memindai QR

ukkan kode pndn
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dalam surat kuasa. jangka waktu paling penyelesaian
lambat 30 hari kerja sejak sengketa

surat pengajuan informasi publik
keberatan diterima

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital
yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/2F240697E4




NOMOR SOP 618/HM.01/Umper
TANGGAL PEMBUATAN | Januari 2022
TANGGAL REVISI Februari 2023
TANGGAL EFEKTIF Maret 2023
DISAHKAN OLEH Kepala Badan Pendapatan Daerah
Provinsi Jawa Barat
Ditandatangani secara elektronik oleh:
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
SEKRETAR'AT N = PROVINSI JAWA BARAT,
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT 1 br. H. DEDI TAUFIK, M.Si.
'] Pembina Utama Madya
SUB BAGIAN UMUM, PERLENGKAPAN DAN KEHUMASAN
NAMA SOP Penanganan Keberatan Informasi Publik
DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 1. Mampu menguasai mengoperasikan komputer.
2. Undang-Undang No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang- undangan di bidang
3. Undang-Undang No0.43 Tahun 2009 tentang Kearsipan keterbukaan informasi public
4. Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
5. PP No.61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU 14 Tahun 2008
6. PP No.28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UUNo. 43 Tahun 2009
7. Perpres No. 59 TAhun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan
8. Permendagri No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan
Dokumentasi Kementrian Dalam Negri & Pemerintah Daerah
9. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik
10. Pergub No0.30 Tahun 2014 tentang Petunjuk Transparansi dalam Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah
11. Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 067/Kep.225-Diskominfo/2021 Tahun 2021 tentang
Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi
Jawa Barat.
KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN :
1. Lembar Kerja dan Rencana Ketrja ;
2. Term of Reference ;
3. Alat tulis kantor ;
4. Jaringan internet
5. Komputer
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan berdampak pada : Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy
1. Keberatan informasi publik tidak ditangani dengan baik.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital
yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/2F240697E4
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PELAKSANA MUTU BAKU KE
T
No AKTIFITAS Pemohon Bagian PPIDatau |  Atasan Persyaratan/ Waktu Output
Informasi Registrasi PPID PPID
Pembantu Kelengkapan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 | Pemohon informasi 1.Formulir Pada hari dan jam | Formulir
menyampaikan pengajuan keberatan C] permohonan kerja permohonan
atas tidak terlayaninya permohonan pengajuan keberatan Pengajuan
informasi yang dibutuhkan melalui; informasi yang keberatan

tersedia di meja pelayanan
1.Datang langsung dan mengisi pelayanan PPID atau nf . blik
formulir permohonan pengajuan ditampilkan di mniormast — pu ‘,1 .
keberatan informasi publik website dan dapat di yang telah diisi
dengan melengkapi fotocopy download. le.ngkap ) dan
identitas diri (KTP/SIM/Paspor) 2.Fotocopy atau scan dilampirin
dan fotocopy akte pendirian bagi identitas diri (NIK) fotocopy/scan
badan hukum. dari pemohon yang identitas diri
2.Melalui website dengan mengisi mengajukan (NIK)/akte
formulir yang telah didownload keberatan pendirian  badan
dan menyertakan scan hukum.
(KTP/SIM/Paspor) dan fotocopy
akte pendirian bagi badan
hukum, kemudian dikirim ke
alamat email PPID yang tertera
diwebsite.
3.Mengirim fax formulir
permohonan pengajuan
keberatan informasi yang telah
diisi lengkap ;

2 | Melakukan  registrasi ~ formulir Semua data-data | Pada hari dan jam | Daftar pengajuan
pengajuan  keberatan  pelayanan =:|——>| pemohon informasi kerja keberatan
informasi dan = menyampaikan disimpan dalam bentuk pelayanan
pengajuan keberatan kepada Atasan hardcopy dan softcopy. informasi yang

R , oo pemy magen e telal di-file dalam

) +alah
DOKumenthteran-Gitah

4 H lalet H) ] g
atangani-SeCara eiekrontk-menggunakan-Sett

yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasuk

+ A1l H|
Kat reKtront

TP T n o
Yang-Gierottkan- O noarat-oSeitiK
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bentuk  hardcopy
dan softcopy

Dokumen ini telah ditand|
yang asli dap.

atangani secara elektronik meng

jgunakan sert

R Code, men

fikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifika
asukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daﬁrgﬁlﬁﬁé

st Elektranik aSrE) Badan Si
ﬁﬁs B%FHE‘ ata

Memeriksa  formulir  pengajuan Berkas pengajuan | Pada hari dan jam | Daftar surat yang
keberatan dari para pemohon keberatan  pelayanan kerja harus diberikan
informasi dan memerintahkan PPID informasi yang telah kepada PPID dan
dan PPID pembantu untuk menjawab diisi lengkap. PPID Pembantu .
permohonan Informasi ;
Memerintahkan kepada PPID dan J Pada hari dan jam | Surat perintah
PPID pembantu untuk memenuhi :J‘ kerja tertulis kepada
permintaan informasi dari pemohon PPID dan PPID
informasi ; . Pembantu  untuk
(1)Berkas pengajuan memnuhi
keberatar} pelayanan permintaan
informasi yang telah emohon
diisi lengkap, P ¢ .
(2)DIP yang telah thiormast yahg
diumumkan mengajukan
keberatan
pelayanan
informasi publik
Memberikan informasi yang diminta Pada hari danjam | Informasi publik
oleh pemohon informasi kepada kerja, maksimal 10 yang diminta oleh
Atasan PPID jika informasi yang . . hari kerja, sejak emohon
. Dokumen/informasi p
dimaksud telah masuk DIP. Atasan . permohonan inf : t
. . yang dimaksud oleh . . Inrormast atau
PPID akan menjawab pengajuan . . informasi
pemohon informasi . . surat  penolakan
keberatan kepada pemohon . teregistrasi.
. . . . atau rekomendasi surat : kepada pemohon
informasi. Jika informasi yang . Maksimal ] )
o . . D penolakan dari PPID o informasi
diinginkan pemohon informasi tidak diberikan
atau PPID Pembantu .
termasuk dalam DIP yang telah . . perpanjangan
. . j karena informasi yang
diumumkan, karena informasi belum . pemenuhan
. . . diminta merupakan
tersedia atau termasuk informasi informasi van permohonan
yang dikecualikan, maka diberikan dikecualik};m & informasi selama 7
surat penolakan kepada Pemohon (tujuh) hari sejak
e formasi emberitahuan

trer dan Sandi Negara. Dokumen
ulmengakses tautan berikut

digital

at diperoleh dengan memindai

https://sidebar.jabarprov.go.id/v/2F240697E4




dan tidak dapat
diperpanjang lagi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital
yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/2F240697E4




NOMOR SOP 619/HM.01/Umper
TANGGAL PEMBUATAN Januari 2022
TANGGAL REVISI Februari 2023
TANGGAL EFEKTIF Maret 2023
DISAHKAN OLEH Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa
Ditandatangan: secara elektronik oleh
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINS| JAWA BARAT,
DOr. H. DEDI TAUFIK, M.8I.
Pembina Ulama Madya
SEKRETARIAT . =
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINS! JAWA BARAT SUB BAGIAN UMUM, PERLENGKAPAN DAN KEHUMASAN |NAMA SOP FUNPACHSE ARSI T WSPRESIS: S CR. SO
DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28F Tentang Hak untuk Berkomunikasi dan Memperoleh Informasi 1. Mampu menguasai mengoperasikan komputer.
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum 2. Mampu menggunakan Aplikasi Call Center
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 3. Memiliki kemampuan mengelola keluhan masyarakat
4. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik 4. Memiliki keterampilan berkomunikasi secara efektif
5. Permendagri Nomor 33 Tahun 2011 Tentang Pedoman Fasilitasi Pengaduan di Lingkungan Kemendagri dan Pemda 5. Memiliki keterampilan mendengarkan secara efektif ( Active Listening )
6. Permenpanrb Nomor 68 Tahun 2018 Pedoman Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional 6. Memiliki kemampuan berkoordinasi dengan unit kerja lain
KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN :
SOP Pengaduan 1. Komputer
2. Perangkat Headset
3. Aplikasi Call Center
4. Jaringan internet
5. Handphone
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan mengakibatkan Pelayanan Informasi dan Pengaduan dari masyarakat terganggu. Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy

No AKTIFITAS PELAKSANA MUTU BAKU KET
Masyarakat Operator Call Koordinator PIC P3D/ Persyaratan/ Waktu Output
Center Bidang Kelengkapan
Teknis
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Waijib Pajak menghubungi nomor Call Aplikasi  Call Center Pada hari  |Wajib Pajak
Center 150 410, terhubung dengan IVR l untuk telepon masuk danjam  |mendapatkan respon

lalu menekan nomor "0" untuk kerja
terhubung dengan operator Call Center.

IVR (Interactive
Voice Response )

2 |Operator Call Center mengangkat (1) Menu pengisian kontak |1 (satu)  |(1) Identitas diri
telepon dan menyampaikan greeting : pada Aplikasi Call Center  |menit Wajib pajak dapat
kepada Wajib Pajak. (2)identitas diri : nama, terisi dalam Aplikasi
O Wajib Pajak meminta informasi atau nomor polisi kendaraan, Call Center
menyampaikan pengaduan melalui telepon asal wilayah samsat

0 Operator meminta Identitas diri Wajib
Pajak.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital
yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/2F240697E4




Aplikasi Call Center 1(satu} |Data Permohonan

Operator mengisi permohonan informasi menit Informasi atau

3 |atay pengaduan yang di'ajulfan oleh Pengaduan tercatat
masyarakat ke dalam aplikasi Call Center pada Aplikasi Call
Operator menginput informasi atau Aplikasi Call Center 1 (satu)  |Kategori Permintaan
pengaduan yang di sampaikan oleh wajib menit Informasi atau

4 |pajak ke dalam kolom "Manual KIP" lalu :] Pengaduan dapat
agent input pada kolom "Form Case" l diklasifikasi

5 |Operator menyiapkan jawaban meipiu- han vatidas | _’Ez\ﬁ (1)Aplikasi Sambara 1(satu)  |(1)Permasalahan
pengaduan atau pertanypan : N (QThin  Client, Hardware  [s.d. 5 dapat dijawab

ata.u Perangkat Informasi | (jima) (2)Wajib Pajak

a. Apabila Wajib Pajak terdaftar dari 14 za)]:: Keniaraan Bermotor | menit mendapatkan
mputer Inf :
P3DW yang sudah terdapat layanan Call (&) Handphone ormasi

Center Operator pusat men-transfer Call
tersebut ke Operator Call Center yang
berada di P3DW.
b.Apabila tidak terdaftar dan tidak
memerlukan validasi, Operator dapat
langsung menyampaikan jawaban.
c.Bila memerlukan validasi, maka
Operator meminta Wajib Pajak untuk
menunggu atau menghupungi kembali
Call Center ;
*Operator menyampaikan Permasalahan
kepada Koordinator Call Center
*Kgordinator Call Center melakukan
koordinasi dengan PIC P3D atau Bidang !

; Titlak
Teknis. $

*Koordinator Call Center menyampaikan ‘
jawaban kepada Operator ['——D 4———| I‘

*Operator menyampaikan Jawaban
kepada wajib pajak

6 |Pengaduan atau pertanyaan selesai E Selesai

e SR LTSRS SR e S o b e

Dokumen ini telah d.itandatar.\gani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital
yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/2F240697E4
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NOMOR SOP 791/HM.01/Umper
TANGGAL PEMBUATAN Januari 2022
TANGGAL REVISI Februari 2023
TANGGAL EFEKTIF Maret 2023
DISAHKAN OLEH Kepala Badan Pendapatan Daerah
Provinsi Jawa Barat
Ditandatangani secara elektronik oleh:
/ KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
e PROVINSI JAWA BARAT,
SEKRETARIAT ‘. I
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT e Dr. H. DEDI TAUFIK, M.Si.
SUB BAGIAN UMUM, PERLENGKAPAN DAN KEHUMASAN g Fembina Utama Madya
NAMA SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik Bagi Penyandang
Disabilitas
DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :

PP No. 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU No. 43 Tahun 2009 4. Memiliki kemampuan berkoordinasi dengan unit kerja lain

Perpres No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan

Berkelanjutan

8. Permendagri No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan
Informasi & Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri & Pemerintahan Daerah

9. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan
Informasi Publik

10. PerGub No 30 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Transparansi Dalam
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

11. Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 067/Kep.225-Diskominfo/2021 Tahun 2021

tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah

Daerah Provinsi Jawa Barat

1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik . .
. 1. Mampu menguasai mengoperasikan komputer.
3. Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 2. Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang- undangan di bidang
4. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah keterbukaan informasi publik
5. PP No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 3. Memiliki keterampilan berkomunikasi secara efektif baik lisan maupun tulisan
6.
7.

KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN :

1. SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik 1. Ruang Pelayanan;
2. Meja Kerja dan Kursi Tamu;
3. Alat tulis kantor ;

yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan k DE Pemermt heDaerah B ov SI Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

e formasi
IILlpD /IDIU UGI JGUGI'JIUV yU I\.U VILI L*r\JUJl =

Ko rn
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektrp %ya m%%%‘ Ieﬁé %agertl ?a& I%Iektronlk (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital
ulir
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PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan berdampak

pada :

Pelayanan Permohonan Informasi Publik kepada masyarakat atau pemohon informasi

penyandang disabilitas akan terkendala.

Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy

ndatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di
yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/2F240697E4

PELAKSANA MUTU BAKU KET
No AKTIFITAS Petugas Bagian Pemohon [Komponen | Persyaratan/ Waktu Output
Keamanan [Registrasi | informasi [Perangkat Kelengkapan
Dalam PPID Daerah
(Kamdal)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Petugas Keamanan Dalam Kursi Roda 5 menit Penyandang
(Kamdal) yang berjaga di lobi disabilitas
membantu pemohon berada di meja
informasi penyandang Q pelayanan PPID
disabilitas dan membantu Bapenda Jabar
mengarahkan pemohon
informasi ke meja pelayanan
PPID Bapenda Jabar.
Petugas PPID menerima
2 | pemohon informasi penyandang
disabilitas serta menanyakan > 5 menit Maksud dan
maksud dan tujuan dari tujuan pemohon
pemohon informasi informasi
Petugas PPID memandu Formulir permohonan| 10 menit Formulir
3 | pemohon informasi penyandang informasi permohonan
disabilitas untuk mengisi informasi terisi
formulir permohonan informasi lengkap
saEng dibutuhkan
B T Dokumen ini telah dita erbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSFE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital




Petugas PPID melakukan Semua data- | Pada hari dan| Daftar
registrasi berkas pemohon Qata pemphon jam kerja Permohonan
informasi publik, informasi informasi yang
Ditambah pemberian tanda bukti disimpan (30 menit) telah tersusun
. . dalam bentuk
permohon.an 1nf01_“ma51 kepada hardcopy dan dalam bentuk
pemohon informasi. softcopy hardcopy dan
softcopy

Permohon .informasi mengrima _ Informasi 5 menit Hasil Layanan
tand.a bukti pfarmoho.nan informasi tersampaikan
dan informasi yang diperlukan kepada

pemohon

informasi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital
yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/2F240697E4
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NOMOR SOP

1B82/HM.01/Umper

TANGGAL PEMBUATAN Oktober 2022

TANGGAL REVISI Juli 2023

TANGGAL EFEKTIF Agustus 2023

'DISAHKAN OLEH Kepaia Badan Pendapatan Dacrah Provinsi Jawa

. Dr i, DEDE TALFE M5
®  Pumbing Usms Madys

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1988 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Pelayanan Publik

4, Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 Tentang Peng Pengaduan Pelay Publik
5. Permendagr Nomor 33 Tahun 2011 Tentang Ped Fasilitasi Pengaduan di Lingkungan | i
dan Pemda

SEKRETARIAT
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINS| JAWA BARAT SUB BAGIAN UMUM, PERLENGKAPAN DAN HAMA SOP Peim o Tdan P = fui Whatsapp Chiat Bor
[DASAR HUKUM : I LNM.IFI(ASI PELAKSANA :
1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28F Tentang Hak untuk Berkomunikasi dan Memperoieh . Mampu i goperasikan k
Informas: . Mampu menggunakan Aplikasi Whatsapp Chat Bot

1

)

3. Memiliki k

4, Memiliki keterampilan berkomunikasi secara efektif
5

u

5. Memiliki keternmpilan mendengarkan secarn efiktif { Active Listening )
. Memiliki kemampuan berkoordinasi dengan unit kerja lain

6. Permenpanrb Nomor 68 Tahun 2018 F Sistem Pengelolaan Pengaduan Palay Publik
|n1'emrrm ; |PERALATAN/PERLENGKAPAN :
SOP Pengaduan 1, Komputer
2. Perangket Headset
3. Aplikasi Whatsapp Chat Bot
4, Jaringan internet
5. Handphone
[PERINGATAN : [PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Jika SOP Ini Lidak dilaksanakan akan mengakibatkan Pelayanan Informasi dan Pengaduan dari yarakat Disimpan dalam bentuk soficopy dan hardcopy
terganggu
No AKTIFITAS PELAKSANA MUTU BAKU KET
Masyarakat | AdminWhatsap | Koordinator | PICP3D/ | Persyaratan/ Waktu Output
P ik Bt Bidang | Kelengkapan
Teknis
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 |Admin whatsapp menerima whatsapp Aplikasi  Whatsapp Chat Bot  |Pada hari  |Wajib Pajak
dari Wajib Pajak | untuk telepon masuk danjam  |mendapatkan
kerja respon
2 |Admin whatsapp memberikan sapaan (1) Menu pengisian kontak 1 (satu) (1) Identitas diri Wajib
ikasi - dal
atau greeting dan menanyakan identitas g:;il Aplikasi Whatsapp Chat | menit m%m .
wajib ;:a]ak dan kendaraan terdaftar di odenitias dir: nama, Bot
—_ |nomor polisi kendaraan, asal
{wilayah samsat
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Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code,

memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

https://sidebar.jabarprov.go.id/v/2F240697E4
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Aplikasi Whatsapp Chat Bot |1 (satu)  |Data Permohonan
menit Informasi atsy Pengaduan
Admin whatsapp memastikan wajib ercatat pada h;n;mhn
pajak terdaftar di samsat mana v Whotsoep C
-Admin whatsapp melakukan transfer
chat whatsapp apabila wajib pajak
terdaftar dengan samsat terkait yang
agenl nya sudah tersedia
-Admin whatsapp menanyakan
pengaduan, pertanyaan atau keluhan
yang mau wajib pajak sampaikan
mertierlu-kan Aplikasi Whatsapp Chat Bot (1 (satu)  |Kategori
it menit Permintaan

Admin whatsapp membuat ticket apabila o S Y alitiiaat abit
yang dissmpatkan wajib pajek Pengaduan dapat
merupakan pengaduan atau keluhan diklasifikasi
yang harus di eskalasikan
-Admin whatsapp menyampaikan
pengaduan ke bidang terkait apabila ada
keluhan mengenai pembayaran online T : }_
-Admin whatsapp menyampaikan = > ’
pengaduan ke samsat terkait apabila ada
keluhan mengenai samsat terkait
A.Admin whatsapp meminta wajib (1)Aplikasi Sambara 1(satu)  |(1)Permasalahan
pajak untuk menunggu (2)Thin  Client, Hardware  |5.d. 5 dapat dijawab
B.Admin whatsapp menyiapkan atau Perangkat Informasi | (lima) (2)Wajib Pajak
jawaban pengaduan atau pertanyaan Pal]:k Ke"::’"" Bermotor | menit mendapatkan
-Admin whatsapp menyampaikan [ L 8; ]::':;;h;w Informasi
permasalahan kepada koordinator i
-Koordinator melakukan kogrdinasi
dengan PIC atau bidang tekris

-Admin whatsapp menyampaikan
jawaban kepada wajib pajak

A. Pengaduan atau pertanyaan selesai
dijawab

B. Ticket pengaduan diubah status
menjadi ‘closed
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Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code,

memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

https://sidebar.jabarprov.go.id/v/2F240697E4
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NOMOR SOP 1914/HM.01/Sekre
TANGGAL PEMBUATAN Januari 2022
TANGGAL REVISI Agustus 2023
TANGGAL EFEKTIF Maret 2023
DISAHKAN OLEH Kepala Badan Pendapatan Daerah
Provinsi Jawa Barat
4 Ditandatangani secara elektronik oleh:
> KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
SEKRETARIAT R ® .. PROVINSI JAWA BARAT,
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT oot .
y Dr. H. DEDI TAUFIK, M.Si.
° Pembina Utama Madya
SUB BAGIAN UMUM, PERLENGKAPAN DAN KEHUMASAN
NAMA SOP Pendokumentasian Informasi Publik
DASAR HUKUM: KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 1. Mampu menguasai mengoperasikan komputer.
2. Undang-Undang No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang- undangan di bidang
3. Undang-Undang No.43 Tahun 2009 tentang Kearsipan keterbukaan informasi publik.
4. Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
5. PP No.61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU 14 Tahun 2008
6. PP No0.28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UUNo. 43 Tahun 2009
7. Perpres No. 59 TAhun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan
8. Permendagri No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan
Dokumentasi Kementrian Dalam Negri & Pemerintah Daerah
9. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik
10. Pergub No0.30 Tahun 2014 tentang Petunjuk Transparansi dalam Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah
11. Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 067/Kep.225-Diskominfo/2021 Tahun 2021 tentang
Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi
Jawa Barat.
KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN :
1. Lembar Kerja dan Rencana Kerja ;
2. Term of Reference ;
3. Alat tulis kantor ;
4. Jaringan internet
5. Komputer
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan berdampak pada : Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy
1. Tidak terdokumentasikannya informasi publik yang ada di Bapenda Jabar

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital
yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/2F240697E4




PELAKSANA PENDUKUNG

No AKTIFITAS KETERANGAN
Petugas Atasan PPID
PPID Pembantu Kelengkapan Waktu Output
1 2 3 4 5 6 7 9
Mengumpulkan informasi dan dokumentasi Daftar Informasi
1 [|publik yang dikuasai oleh unit kerja yang Daftar Isian Informasi Publik Tentatif Publik
menguasai dan mengelola informasi. v
a
Tidak V¥
Menyetujui dan mengesahkan seluruh Daftar Informasi
2 |informasi dan dokumentasi publik yang Daftar Isian Informasi Publik Tentatif .
‘ Publik
sudah didaftar
Mendokumentasikan informasi dan Ya Daftar Informasi
3 |dokumentasi publik yang telah ¢ Daftar Isian Informasi Publik Tentatif .
Publik
mendapatkan pengesahan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital
yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/2F240697E4




NOMOR SOP 1915/HM.01/Sekre
TANGGAL PEMBUATAN Januari 2022
TANGGAL REVISI Agustus 2023
TANGGAL EFEKTIF Maret 2023
DISAHKAN OLEH Kepala Badan Pendapatan Daerah
Provinsi Jawa Barat
Ditandatangani secara elektronik oleh:
s KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
SEKRETARIAT i ~ PROVINSI JAWA BARAT,
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT oot .
y Dr. H. DEDI TAUFIK, M.Si.
° Pembina Utama Madya
SUB BAGIAN UMUM, PERLENGKAPAN DAN KEHUMASAN
NAMA SOP Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik
DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 1. Mampu menguasai mengoperasikan komputer.
2. Undang-Undang No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang- undangan di bidang
3. Undang-Undang No.43 Tahun 2009 tentang Kearsipan keterbukaan informasi publik.
4. Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
5. PP No.61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU 14 Tahun 2008
6. PP No0.28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UUNo. 43 Tahun 2009
7. Perpres No. 59 TAhun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan
8. Permendagri No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan
Dokumentasi Kementrian Dalam Negri & Pemerintah Daerah
9. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik
10. Pergub No.30 Tahun 2014 tentang Petunjuk Transparansi dalam Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah
11. Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 067/Kep.225-Diskominfo/2021 Tahun 2021 tentang
Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi
Jawa Barat.
KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN :
1. Lembar Kerja dan Rencana Kerja ;
2. Term of Reference ;
3. Alat tulis kantor ;
4. Jaringan internet
5. Komputer
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan berdampak pada : Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy
1. Kadaluarsanya Daftar Informasi Publik Bapenda Jabar

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital
yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/2F240697E4




DOKUMEN

No AKTIFITAS Penguasa KETERANGAN
Informasi Tim
Petugas PPID/PPID
PPI[% dan Pelayanar.l Pemb/:ntu Arsip
Dokumen Informasi
(Unit Kerja)
1 2 3 4 5 6 7 8

Petugas melakukan koordinasi dan
1 konsolidasi dengan unit terkait berdasarkan - — -
tupoksi dalam rangka pengumpulan

informasi dan dokumentasi

Petugas melakukan klasifikasi informasi
5 berdasarkan daftar informasi yang dikuasai
dan kategori informasi sesuai arahan

pejabat PPID

v

Petugas melakukan konsultasi dengan
pejabar PPID maupun Tim Pelayanan

3 |Informasi terhadap Usulan Daftar Informasi
hasil uji konsekuensi dan melakukan
perbaikan apabila ditemukan koreksi

Daftar informasi yang telah disetujui oleh
4 |pejabat PPID dipublikasikan kepada
masyarakat melalui website

Proses publikasi daftar informasi publik
5 |disesuaikan dengan klasifikasi informasi
berdasarkan kategori informasi

6 Menyimpan dokumen daftar informasi
yang telah dipublikasikan sebagai arsip

v

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital
yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/2F240697E4
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